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ABSTRAK 
 
Nama : Nuzul Fitra Salam 
Nim : 10400115098 
Judul : Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan 
Kabupaten Dengan Pemerintahan DesaMenurut  Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 
Pokok masalah yang ada pada penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan 
dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah daerah 
kabupaten dengan pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2018 ? Pokok m/asalah selanjutnya adalah Faktor apa sajakah yang 
mempengaruhi kinerja kepemimpinan camat dalammelaksanan tugas, dan 
wewenangnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ? 
Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk golongan penelitian secara 
Kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, yakni penelitian yang 
mengkaji berdasarkan norma dengan mempertimbangkan  kaedah-kaedah yang ada 
dalam kehidupan bermasyarakat yang mengenai kedudukan dan fungsi Camat 
sebagai penghubung Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. dengan 
Berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada dan masih 
belaku serta dengan menggunakan kajian-kajian hukum yang relevan dengan 
masalah tersebut, adapun sumber data pada penelitian ini adalah dari sumber 
hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian Selanjutnya metode pengumpulan 
dengan cara Observasi wawancara, Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian 
dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tekhnik 
pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kedudukan dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan hubungan 
pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yakni pada Peraturan sebelumnya dijelaskam 
bahwa Kecamatan adalah satuan wilayah kekuasaan tetapi sekarang tidak lagi, 
melainkan sekarang kecamatan sudah menjadi satuan wilayah kerja atau 
pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota 
yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, Camat 
tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat 
pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun sekarang 
telah beralih menjadi perangkat daerah yang kewenangannya hanya sebagian 
kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum 
pemerintahan dalam wilayah kecamatan saja.Camat menerima pendelegasian 
sebagian kewenangan dari Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum 
pemerintahan.Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi. 
ix 
ix 
Indikator pencapaian pada penelitian ini adalah: 1) Perlu ditingkatkan lagi 
peran dan kinerja kecamatan Pallangga melalui The Right in the place, artinya 
setiap pegawai kecamatan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan  kompetensinya 
masing-masing. 2) Meningkatkan hubungan koordinasi demi tercapainya 
keharmonisan antara pemerintahan secara vertical, yakni  hubungan pemerintahan 
yang ada diatas dan yang berada dibawahnya dalam hal ini kecamatan dengan desa 
dan atau kelurahan. 3) Membuat program-program yang pro masyarakat untuk 
dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Pallangga. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara 
kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang 
dipayungi oleh Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan 
bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 
diatur dengan undang-undang.”1Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 
menunjukkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi 
adalah hubungan bertingkat. Gubernur menjalankan pemerintahan di 
wilayah provinsi berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan 
kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan 
guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan 
pemerintahan2, dari pernyataan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 jelas 
dikatakan bahwa setiap daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur 
sendiri urusan pemerintahannya, Pembagian daerah Indonesia atas daerah 
besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 
                                                             
1
 MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu 
Naskah, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2015, h. 131-132. 
2Abd.Rais Asma “ Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah” 
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2688/2520 (30 April 2019).  
2 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul 
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.3 
Perkembangan pemerintah daerah sejak kemerdekaan Negara Indonesia 
pada tahun 1945 ini sampai era pascareformasi memberikan perubahan. 
Pemerintah pusat kini telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah 
untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan UU No. 22 Tahun 
1945 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.4 Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1945 merupakan Undang-undang pertama yang mengatur tentang 
pemerintahan daerah. Namun seiring perkembangannya, penyelenggaraan 
pemerintahaan daerah sampai sebelum reformasi tahun 1998 cenderung 
memusat (sentralistik). 
Pemerintahan yang sentralistik tersebut menyebabkan ketidak 
seimbangan tatanan pemerintahan dan menimbulkan pergolakan dalam 
masyarakat. Era reformasi memberikan peluang adanya perubahan sistem 
pemerintahan daerah yang sentralistik menjadi desentralisasi berdasarkan 
asas otonomi yang seluas-luasnya. Sistem desentralisasi ini menyebabkan 
perubahan pada sistem pemerintahan sehingga padaperubahan  
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas 
tentang konsep pemerintahan daerah. 
Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
                                                             
3Agung Wara Laksana, Bambang Supriyono dan Sarwono, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik,  
 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,Universitas Brawijaya Malang, 2015, 
h. 1 
4
 Encik Muhammad, Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang , 2017, h. 134. 
3 
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.5 
Ketentuan tersebut bisa diartikan bahwa adanya struktur pembagian wilayah 
dan masing-masing wilayah tersebut mempunyai pemerintahan tersendiri 
namun tetap dalam hierarki atau jenjang tata urutan, dari pemerintahan pusat, 
pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, camat, 
dan desa/kelurahan yang kesemuanya berada di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.Masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam 
menjalankan roda pemerintahan yang kesemuanya telah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan telah mengalami perubahan 
menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, adapun aturan lebih rinci mengenai hal tersebut diatur melalui 
Peraturan Pemerintah.Pemerintah PusatSesuai dengan apa yang dimaksud 
dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2014 adalah seorang Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.6 Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi dijalankan 
oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur, sedangkan 
pemerintah Kab/kota dikepalai oleh seorang Bupati/Walikota dibantu oleh 
wakilnya dan kedua kepala daerah tersebut  dibantu oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang ada didaerah tersebut, karena disetiap Daerah dalam 
                                                             
5
 MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu 
Naskah, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 131-132. 
6
 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
4 
menjalankan roda pemerintahannya jelas pada pasal 1 ayat (4) UU No. 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang selanjutnya disingkat DPRD berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.7Kemudian bagian pemerintahan 
kebawah ada pemerintah Camat dan Desa, dimana kecamatan dikepalai oleh 
Camat dan Desa adalah kepala Desa.Keseluruhan penyelenggara Pemerintah  
Daerehyang di bentuk dan diatur diharapkan agar dapat melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan mengalami 
perubahan status yang awalnya kecamatan adalah wilayah administratif 
sekarang menjadi wilayah kerja Camatsebagai perangkat daerah kabupaten 
dalam hal pelayanan publik.Serangkaian perubahan lainnya juga ikut terjadi 
seperti pada tugas dan kewenangan utama pada Kecamatan. Camat sebagai 
pimpinan pada kecamatan memiliki tugas dan kewenagan yang 
implementasinya sangat  tergantung pada seberapa besar pelimpahan 
kewenangan yang diberikan oleh bupati/walikota untuk menangani tugas 
penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan, yang memiliki dampak 
langsung kepada pengoptimalan peran dan fungsi camat sebagai 
pelayanmasyarakat. 
Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah juga diharapkan 
dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
                                                             
7
 Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang pemerintahan daerah 
5 
keanekaragaman daerah yang mampu memberikan dampak baik bagi 
kemajuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam menjalankan 
kewenangaan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah 
harus tetap dalam kerangka negara kesatuan.8 
Pada draft proposal ini peneliti menitikberatkan pembahasannyan  
pada pemerintah daerah pada wilayah kecamatan, dimana kecamatan 
mendapat sebagian delegasi kewenangan dari bupati/walikota sesuai yang 
termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dalam pasal 11 
ayat (1) untuk melaksankan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/ kota 
dan juga melaksanakan tugas pembantuan, ini dilakukan berdasarkan 
pemetaan pelayanan publik yang disesuaikan berdasarkan karakteristik 
Kecamatan atau kebutuhan masyarakat yang ada pada kecamatan tersebut. 
Pemetaan tersebut dilakukan mengingat luasnya teritorial kabupaten,  jadi 
agar penyelenggaraan pelayanan masyarakat dapat terfokus maka 
dilakukanlah pemetaan wilayah dalam bentuk kecamatan, sesuai amanat 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 221 yang berbunyi 
“Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan,9 kemudian juga ditegaskan 
mengenai alasan pembentukan Kecamatan pada Peraturan Pemerintah 
                                                             
8
 Encik Muhammad, Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang , 2017, h. 137 
 
9
 Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 
h. 120 
6 
Nomor 17 Tahun 2018 pasal 7 yang berbunyi “Untuk kepentingan strategis 
nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk membentuk kecamatan dimaksudkan karena kepentingan Strategis 
Nasional,10 Oleh sebab itu daerah kabupaten/ kota membentuk sebuah 
kecamatan. 
Dengan adanya kecamatan yang memiliki peran Sebagaimana yang 
dijelaskan di Undang-undang 23 Tahun 2014pada pasal 221, yakni 
mengenai Hubungan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan desa 
dijalin melalui perantara Kecamatan. Pemerintah Kabupaten melimpahkan 
sebagian kewenangannya berupa hak otonomi kepada kecamatan untuk 
mengatur urusan pemerintahannya sendiri. 
Pada pasal 224 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang kecamatan 
menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan 
yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.11 Sehubungan dengan hal itu 
maka penulis ingin memaparkan mengenai tentang tugas dan fungsi Camat 
sebagai penghubung Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah 
Desa.Pemerintah kabupaten dengan Segala upaya untuk memajukan daerah 
pemerintahan terkecil (Desa) dilakukan oleh kecamatan  yang lebih 
mengenal karakteristik Desa/kelurahan. 
                                                             
10Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, h. 5. 
11
 Pasal 224 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, 
h. 121 
7 
Camat memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan 
bupatikarena keduanya adalah sama-sam kepala pemerintahan pada suatu 
daerah hanya saja wilayahnya atau daerah kepemimpinannya yang berbeda, 
dimana Bupati pada daerah kabupaten dan camat pada daerah kecamatan. 
jadi kesimpulannya camat adalah kepala pemerintahan yangada pada daerah 
kecamatan, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan camat memiliki 
Tugas pokok dan fungsi sesuia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 
23 tahun 2014 pada pasal 225 ayat (1) huruf a-i,12kemudian Tugas Camat 
Juga secara rinci diatur dalam PP nomor 17 Tahun 2018 pada pasal 10 
tentang tugas camat dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pada Pasal 225 ayat (1) tentang pemerintahan daerah dan Peraturan 
Pemeritah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 menjelaskan tentang tugas camat 
, namun selain melaksanakan tugasnya Kepala Kecamatan atau yang disebut 
Camat juga dibantu oleh perangkat kecamatan. camat dalam tugasnya juga 
mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari bupati/wali kota untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah kabupaten/kota.13 Tugas kepala Camat dalam hal ini juga dapat 
dikatakan sebagai perpanjangan tangan Bupati/walikota dalam mengatur 
desa/kelurahan. 
Sekarang Kecamatan tidak lagi merupakan wilayah kekuasaan 
melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah kabupaten. Dapat dikatakan 
pula bahwa Kecamatan bukan, akan tetapi Kecamatan adalah wilayah 
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 Pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, 
h. 122 
13
 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, h. 10. 
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pelayanan,  status kecamatan juga sama dengan dinas dan lembaga teknis 
daerah lainnya pernyataan ini sangatjelas tercantum pada pasal 209 ayat (2) 
UU No. 23 Tahun 2014yakni “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri 
atas secretariat daerah, sekertariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan 
Kecamatan. 
Upaya pembentukan Kecamatanini diharapkan supaya dapat 
meningkatkan koordinasi antara penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 
dengan pemerintahan desa/kelurahan, jadi dengan adanya Kecamatan ini 
dapat membuat tugas pemerintah kabupaten jadi terbantu.  Camat 
jugadiharapkan sebagai kepala Pemerintahan di Kecamatan dapat 
melaksanakan tugas koordinasi dengan mengkoordinasikan semua urusan 
pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada Pemerintah 
Kabupaten/kota.   
Pemerintahan daerah pada wilayah Kecamatan Pallangga menjadi 
salah satu kecamatan yang memberikan pelayanan langsung dan juga tidak 
langsung kepada warga  setempat. Kecamatan pallangga adalah salah 
satukecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang 
ada di Indonesia, Kec. Pallangga tersebut mencakupbanyak wilayah daerah 
terkecil yakni kelurahan dan desa, dengan adanya kecamatan diharapkan  
mampu mengkoordinasikan segala hubungan pemerintah kabupaten dengan 
semua desa dan kelurahan yang ada pada struktur pemeritahan vertikal 
dibawahnya, maka, camat diharapkan mampu melaksanakan segala peran 
dan/ atau fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat 
kecamatan.  
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Karena luasnya pembahasan mengenai peran dan fungsi camat, maka 
penelitihanya mengkaji pada peran dan fungsi camat dalam 
mengkoordinasikan hubungan pemerintahan kabupaten dengan desa.  
Untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi camat dalam 
mengkoordinasikan hubungan kabupaten dengan desa, penulis ingin 
melakukan sebuah penelitian dengan judul “Kedudukan Dan Fungsi 
Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan 
Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2018”. 
B. Fokus Penelitian 
Fokus pada Penelitian ini adalah bagaimana kedudukandan fungsi 
Camat sebagai penghubung pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan 
Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang bertujuan 
untuk mencitaptakan hubungan sinkronisasi yang harmonis antara setiap 
penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam hal ini Camat dengan Kepala 
Desa.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan dan fungsi camat pada Pemerintahan 
Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2018 ? 
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2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi camat dalammelaksanan 
tugas, dan fungsinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2018 ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka didalamnya berisi tentang beberapa uraian-uraian yang 
sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya oleh 
peneliti yang lebih dulu meneliti  yangmempunyai keterkaitan dengan penelitian 
yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang dimana didalamnya 
terdapat defenisi, pengertian dan beberapa pandangan dari beberapa ahli. 
Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul penulis, sebagai 
berikut: 
- Jurnal Ilmu Pemerintahan yang disusun oleh Andi Muhammad Ade F, Rabina 
Yusuf, dan Andi M. Rusli yang berjudul“analisis Peran CamatDalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” 
Jurnal ini lebih memaparkan tentang peranan camat dalam Kecamatan 
Pallangga Kabupaten Gowa dibidang kepemerintahandan dalam penelitiannya 
menyimpulkan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi 
pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan  ketentuan UU 
No. 23 Tahun 2014. 
-Jurnal Sains Hukummengenai “ Pelaksanaan Pendelegasian WewenangBupati 
Kepada Camat Dalam PenyelenggaraanPemerintahan Daerah” yang disusun 
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oleh Riko Eka Kusuma. Dalam tulisan jurnal ini membahas tentang 
Pendelegasian, dimana Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pendelegasian sebagiankewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan 
sebagian urusan Pemerintahan Daerah. Jadi Berfungsi tidaknya seorang kepala 
Camat dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, akan sangat tergantung 
seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati atau Walikota 
kepadanya. 
- Skripsi dengan judul“Kedudukan Dan Peran Camat Dalam 
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Menurut UU No. 23Tahun 2014 (Studi 
Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa),” yang disusun oleh 
Yudianto. Dalam skripsi ini selain membahas tentang peran camat juga 
membahas tentang kedudukannya dalam Undang-undang setelah terjadinya 
perubahan dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 
2014. 
- Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”,membahas tentang 
peran camat serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan 
menghambat tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
- Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M. dalam bukunya Hukum Tata Negara 
Indonesia membahas tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan 
desa. 
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- Budiman sudjatmiko dan Yando Zakaria dalam bukunya Desa Kuat Indonesia 
Hebat membahas tentang keberagaman Desa dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pembangunan Nasional. 
- Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Tata 
Pemerintahan membahas tentang Pembatasan Wewenang dan Penegakan 
Hukum Pemerintahan. 
- Josep Riwukaho dalam bukunya prospek otonomi daerah di Negara Republik 
Indonesia membahas tentang identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyelenggaraan otonomi daerah dan juga menguraikan tentang pengertian-
pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia. 
- Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya Penyelenggaraan Otonomi di 
Indonesia, membahas tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintah 
Daerah dan Perangkat Daerah. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian yaitu : 
a. Untuk mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan bagaimana 
kedudukan dan fungsi camat Pada Pemerintahan Kecamatan dalam tugas 
dan fungsinya menghubungkan Pemerintahan Kabupaten dengan Desa pada 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa berdasarkam Peraturan Pemerintah 
No. 17 Tahun 2018 
b. Untuk mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan apa yang menjadi 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi camat dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya dalam menghubungan pemerintahan kabupaten dengan 
pemerintahan desa 
 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai acuanbagi pemerintahan kecamatan  dalammempererathubungan 
koordinasi antara pemerintahan Kecamatan denganDesa demi terlaksana dan 
tercapainya tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dalam hal 
Pembinaan dan Pengawasan terhadap desa/kelurahan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi seorang camat.  
b. Sebagai  sumberinformasi bagi si pembaca mengenai tentang deskrpsiumum 
kedudukan dan fungsi camat sebagai penghubung pemerintahan kabupaten dengan 
pemerintahan desa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah 
1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas beberapa pulau 
yang didalamnya terbagi menjadi beberapa daerah, yakni daerah provinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kesemuanya adalah bagian dari 
unsur-unsur pemerintahan daerah.  Pemerintahan Daerah Merupakan bentuk 
penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada daerah.  Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah itu sendiri memiliki payung hukum yakni pada Pasal 18 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi  
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 
undang-undang.” Jadi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengharuskan 
adanya pembagian wilayah yang masing-masing wilayah memiliki 
pemerintahan tersendiri, ini dapat disimpulkan bahwa adanya struktur 
bembagian wilayah pemerintahan maka masing-masing wilayah juga memiliki 
pemerintahan tersendiri namun dalam jenjang tata urutan tetap dari 
pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten /kota, namun kewenangan utama dalam pemerintahan tetap ada pada 
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pemerintah pusat. Berdasarkan Uudang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembagian kewenangan antara pusat dan 
daerah dapat dilihat pada pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan 
pemerintahan ini dapat diklaksifikasikan sebagai berikut : 
a. Urusan pemerintah mutlak(absolut) 
b. Urusan pemerintah bersama (konkuren); dan 
c. Urusan pemerintah umum14 
- urusan pemerintah absolut 
Urusan pemeritah absolut adalah urusan pemerintahan yang dilakukan 
oleh pemerintah pusat. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Pemerintahan pusat tetap memegang kewenangan utama 
dalam pemerintahan yang masih tetap memiliki kewenangan terhadap 
daerah Provinsi dan instansi vertical kepemerintahan yang ada 
dibawahnya meski telah ada kebijakan desentralisasi. berdasarkan 
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
Urusan pemerintah absolut ini terdiri dari meliputi politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dsn fiskal nasional, dan agama, 
urusan tersebut menjadi urusan pemerintahan pusat. Pemerintah Dalam 
melaksanakan urusan tersebutbisa dilakukan sendiri atau jika ingin 
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Abd.Rais Asma“Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah”http://journal.uin-alauddin.ac./index.php/Jurisprudentie/article/view/2668/2520 (30 April 
2019). 
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boleh didelegasikan sebagian urusan tersebut kepada instansi terkecil 
yang berada dibawahnya misal kepada daerah atau gubernur sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi 
daerah sejalan dengan asas dekonsentrasi. Jika pelaksanaan urusan 
pemerintahan pusat ini dilakukan sendiri, maka urusan ini harus 
langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau 
lembaga pemerintahan nonkementerian. 
- Urusan pemerintahan konkuren 
Urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan yang terbagi 
kedalam dua kelompok, yakni kewenangan pemerintah yang bersifat 
wajib dan kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan. Pemerintah 
yang mengerjakan kewenangan tersebut yakni, pemerintah pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota. Mengenai urusan wajib antara lain seperti 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak serta pelayanan kebutuhan yang 
mendasar bagi masyarakat untuk menjamin hak-hak konstitusional 
sesuai amanat UUD 1945.Kewenangan pemerintah konkuren diurus 
oleh provinsi sendiri dan kabupaten/kota juga demikian, masing-masing 
mengerjakan kewenangan konkuren pada wilayahnya meski 
kewengannya sama, meski keduanya memiliki kewenangan pemerintah 
masing-masing yang bersifat tidak hierarki, akan tetap terdapat 
hubungan timbal balik antara keduanya dengan pemerintah pusat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengacu pada acuan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria(NSPK) yang telah ditentukan 
oleh pemerintah pada bagian pusat. 
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Sedangkan urusan pemerintah umum merupakan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan secara hierarkis. Dalam menjalankan urusan tersebut 
dilakukan oleh seorangpresiden sebagai kepala pemerintahan yang 
memegang kewenangan terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Bhineka Tunggal Ika, menghargai perbedaan yang ada dalam 
bernegara, tetap menjalin hubungan yang harmonis sesama warga 
negara meski berbeda suku, agama, ras dan lainnya. Pemerintah pusat 
dalam hal ini presiden mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan 
umum kepada gubernur dan bupati. 
 Pelaksanaan pembagian urusan antara pusat dan daerah tersebut harus 
diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembagian kewenangan 
pemerintah daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan .ketiga 
asas-asas tersebut dapat diuraikan secara singkat adalah sebgai berikut: 
a. Desentralisasi 
Desentralisasi merupakan pemberian sebagian urusan pemerintah 
pusat kepada daerah otonom sesuai asas otonomi. Asas desentralisasi ini 
dapat diklaksifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya: desentralisasi 
sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan, desentralisasi sebagai 
pelimpahan kekuasaan dan kewenangan , desentralisasi sebagai pembagian, 
penyebaran, pencemaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, serta 
sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.  
b. Dekonsentrasi 
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Dekonsentrasi merupakn pendelegasian sebagian urusan pemerintah 
pusat kepda instansi yang berada dibawahnya dalam hal ini gubernur dan 
bupatiselaku  penanggung jawab. 
 
c. Tugas Pembantuan 
Tugas pembantuan merupakan tugas yang oleh pemerintah tertinggi 
sebagai pemberi tugas memberikan tugas kepada daerah terendah untuk 
melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah 
yang lebih tinngi atau pemerintah kabupaten kepada kecamatan untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan kabupaten. 
Pada hakekatnya penyelenggaraan Pemerintahan ialah bagaimana 
agar  suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat lebih mendorong 
terwujudnya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga 
masyarakat bisa merasakan keberadaan pemerintah sebagai pelayan publik 
(public servant) maupun sebagai penyelenggara kesejahteraan (welfare 
provider).  Pemerintahan diadakan tidak semata-mata untuk mengurus 
kepentingannya saja, akan tetapi juga untuk mengurus kepentingan 
masyarakat. Untuk menciptakan warga negara yang berkemampuan dan 
kreatif diharapkan pemerintah mampu memberikan dukungan dalam 
mewujudkan hal tersebut agar tercapai kemajuan pemerintah dan 
masyarakat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan yang 
modern sifatnya  dalam mengemban fungsi dan tugas pokok pemerintahan 
meliputi tujuh bidang kegiatan pokok pelayanan. 
19 
Pertama, tindakan atau perbuatan pemerintahan itu haruslah 
menjamin terselenggaranya pemerintahan dengan baik dalam arti 
terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui keteladanan 
pemimpin beserta bawahannya sehingga pelayanan pemerintahan dan 
kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara adil, transparan, partisipatif, 
dan merata. 
Kedua, tindakan atau perbuatan pemerintahan juga harus mampu 
memelihara ketertiban dalam masyarakat dengan mencegah terjadinya 
saling bermusuhan antar warga masyarakat melalui pembagian sumber daya 
ekonomi secara adil dan merata serta berkesinambungan, dan juga harus 
menjamin apapun yang terjadi didalam masyarakat entah yang terjadi adalah 
perubahan baik maupun buruk, pemerintahan harus mampu menjamin hal 
tersebut demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan 
damai. 
Ketiga, tindakan atau perbuatan pemerintahan itu diharapkan mampu 
memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap warga negara 
tanpa membedakan status sosial dan latar belakang keberadaannya, sehingga 
tercipta pelayanan pemerintahan yang tidak diskriminatif dan kegiatan 
pambangunan yang merata disemua sector kehidupan sesui kebutuhan 
tuntutan kebutuhan nyata  masyarakat.  
Keempat, pemerintahmelakukan pekerjaan umum dan pemberian 
pelayanan pada bidang-bidang yang tidak mungkin atau belum  mampu 
dikerjakan oleh warga masyarakat  sendiri, maka akan menjadi lebih baik 
kalau hal itu dilakukan oleh pemerintah, seperti: penyediaan fasilitas 
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pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, penyediaan listrik dan air bersih, 
dan transportasi umum yang belum dapat dikerjakan oleh masyarakat. 
Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui program kegiatan ekonomi kerakyatan secara memadai. 
Keenam, mengadakan sebuah kegiatan maupun mengeluarkan suatu 
kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat luas, misalnya mengatasi 
pengangguran dengan menambahkan lapangan kerja yang sesuai dengan 
kapasitas masyarakat, peningkatan kapasitas dan akseptabilitas sumber daya 
baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga tingkat 
kehidupan masyarakat akan lebih meningkat. 
Ketujuh, memelihara  keberlanjuan pemanfaatan sumber daya alam 
secara terukur dan terkendali melalui keseimbangan penerapan antara 
eksploitasi dan reservasi sehingga potensi sumber daya alam dapat terjaga 
dengan lestari baik dari sisi lingkungan hidup maupun kestersediaan sumber 
daya alam  tersebut. 
Dari apa yang terungkap diatas, tampak bahwa tugas pemerintahan 
yang diwujudkan melalui suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu 
sangatlah luas baik dari sisi jangkauan tindakan atau perbuatan yan begitu 
luas dan kompleks maupun tanggung jawab yang berat dari tindakan atau 
perbuatan pemerintah ituuntuk dapat mewujudkannya. Untuk mengemban 
kesemua tugas tersebut sekaligus sebagai amanah yang dibebankan  
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kepundaknya, maka seharusnya tindakan atau perbuatan pemerintahan itu 
berksesuaian dengan tujuan yang  ada pada pemerintahan.15 
 
2. Kepala daerah 
Kepala daerah merupakan pemimpin pada suatu wilayah yang 
mencakup wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pemimpin pada wilayah 
Provinsi tersebut disebut Guberur sedangkan daerah Kabupaten disebut 
Bupati dan  daerahkota disebut Walikota,  ketiga pemimpin tersebut dipilih 
melalui pemilihan umum melalui partai politik, masa jabatannya ialah 5 
tahun 2 Periode. Kepala Daerah sebagai kepala Pemerintahan didaerah 
mempunyai tugas : 
a. Melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dengan cara 
memimpin kegiatan tersebut dalam hal pelaksanan urusan 
pemerintahan yang diatur sesuai peraturan dan kebijakan telah 
disepakati bersama oleh DPRD; 
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
c. Membuat serta mengajukan sebuah rancangan perda mengenai 
RPJPD dan juga rancangan perda mengenai PPJMD kepada lembaga 
DPRD untuk selanjutnya diperbincangkan dengan DPRD,  serta 
menyusun dan menetapkan  RKPD; 
d. Membuat dan mengajukan rancanan Perda tentang APBD, rancangan 
perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
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 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta, 
2014, h. 127 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama; 
e. Mewakili daerahnya didalam dan diliuar pengadilan , dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundan-undangan; 
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan  
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Sedangkan kewenangan kepala daerah adalah sebagai berikut: 
a. Mengajukan rancangan perda  
b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
c. Menetapkan perkada  dan keputusan kepala daerah; 
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 
dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat; 
e. Melaksankan wewenang lain sesui dengan ketentuan perundang-
undangan.  
Selain mempunyai tugas dan wewenang, kepala daerah juga 
mempunyai kewajiban. Antara lain : 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
b. Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 
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d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah; 
e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
f. Melaksankan program strategis nasional; dan 
g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah 
dan semua Perangkat Daerah.16 
 
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah 
a. Pemerintah Daerah 
1) Pengertian Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara urusan 
Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala 
pemerintahan dibantu oleh DPRD. Sedangkan Pemerintahan Daerah 
adalah penyelenggaraannya dalam urusan pemerintahan  oleh 
pemerintah daerah dan dibantu oleh DPRD.17 
Menurut B.N Marbun dan Mahfud M.D dalam bukunya 
tentang “pokok-pokok Administrasi” mengartikan Pemerintah 
Daerah merupakan lembaga eksekutif saja yang berfungsi sebagai 
pelaksana dari apa yang disepakati oleh pihak legislatif dan pihak 
eksekutif. 
Sedangkan menurut Sayuti Una dalam bukunya “Pergeseran 
Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia” 
                                                             
16
 Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang, 2017, h. 142-143. 
17
 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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mengartikan pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang 
didalamnya hanya memuat pengertian adanya satu lembaga 
kedudukan yang fungsinya untuk menyelenggarakan bidang 
pemerintahan (eksekutif)  dalam arti sempit atau pemerintahan 
saja.18 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah adalah 
penyelenggara pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang 
dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Daerah (DPRD).19 
2) Kewenangan Pemerintah pada Daerah 
Kewenangan adalah kekuasaan dalam melakukan sebuah 
tindakan atau perbuatan hukum. Menurut Prajudi Atmosudirjo, pada 
dasarnya  sebuah wewenang pemerintah tersebut dapat dijabarkan 
kedalam dua defininisi, yaitu sebagai hak  untuk melaksanakan 
suatuurusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk 
mampu secara nyata mempengaruhi segala keputusan yang akan 
diambil olehinstansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).Wewenang 
pemerintah daerah ialahkekuasaan yang ada pada suatu pemerintah 
daerahuntuk menjalankansebuah  fungsi dan tugas-tugasnya sesuai 
peraturan yang ada pada undang-undang.jadi, wewenang merupakan 
kekuasaan yangmemiliki sebuahdasar patokan untuk mengambil 
sebuah tindakan atau perbuatan hukum supayatidak menimbulkan 
                                                             
18Encik Muhammad, Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang , 2017, hlm. 136 
19HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005), hlm. 140 
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akibat hukum, yakni kesewenang-wenangan(onwetmating). seluruh 
pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itudilakukan atau 
dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya 
kewenanganpemerintahan akan bisa dipastikan bahwa pemerintah 
tersebut tidak akan bisamelakukan suatutindakan atau perbuatan 
dalam hal ini melaksanakan tugas dan fungsinyadalam pemerintahan. 
 
b. Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan Daerahmenurut pasal 1 ayat (2)Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.20 
Pengertian lain mengenai pemerintahan daerah dapat juga dilihat 
dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai tentang Desa, meskipun 
perihal kedua aturan ini berbeda namun kedua Undang-undang ini 
memiliki makna yang sama yakni UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 
1 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa pada pasal 1 ayat (14), kedua ini sama-sama menyatakan 
bahwa defenisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
                                                             
20Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan 
pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut 
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
Memahami pemerintahan daerah ini akan lebih mudah jika kita 
menyederhanakan pengertian pemerintahan daerah sebagai 
pemerintahan daerah yang ada didaerah yang terdiri dari unsur 
pemerintah daerah dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD). Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 
harus berpedoman pada asas otonomi dan tugas pembantuan. 
 
c. Pemerintah Kabupaten/Kota 
Pemerintahan Kabupaten ataupunkota merupakan sebuah pembagian 
wilayah administratif setelah provinsi. Secara mendasar Kabupaten dan kota 
memiliki kekuasaan atau wewenang yang sama dalam mengatur daerahnya, 
keduanya merupakan daerah otonom yang masing-masing diberi wewenang 
mengatur dan mengurus urusan rumah tangga/ pemerintahannya sendiri. 
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
menyatakankabupaten dan kota dengan pertimbangan, bahwa daerah 
Kabupaten dan Kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 
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mengetahui persis kondisi masyarakat maupun daerahnya. Oleh karena itu 
pelaksanakan pemerintahan dipegang oleh pemerintah daerah itu 
sendiriyang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainya yang 
bekerja sama dengan DPRD. 
Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah kabupaten dan kota tidak 
berbedafungsi pemerintahannya hanya saja jangkauan cakupnya lebih kecil 
daripada pemerintah  pusat, untuk fungsinya mengaturregulasi yaitu fungsi 
pemerintah dalam membuat peraturan dan mengeluarkan. Yang kedua 
fungsi Pemberdayaan (empowerment) dalam ini yang diutamakan adalah 
pemberdayaan aparat dan pemerintahnya. Jadi sebelum meningkatkan 
kemampuan masyarakat disegala bidang kehidupan maka kualitas aparatnya 
harus ditingkatkan terlebih dahulu.21Pemerintah daerah merupakan badan 
organisasi atau aparatur negara yang berwenang mengatur, 
menyelenggarakan serta menjalankan fungsi pemerintah suatu pemerintah 
suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam mengurus rumah tangganya, 
pemerintah daerahnya mempunyai inisiatif sendiri mempunyai wewenang 
sendiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya atas dasar 
kebijaksanaan sendiri atau dengan kata lain otonomi daerah.  
Daerah yang dibentuk berdasarkan atas desentralisasi adalah 
daerahkabupaten dan daerah kota yang berwewenang untuk menentukan dan 
melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 
                                                             
21
 Owen E Hughes, Publik manejemen and administration, (London : Martin press, 1994) h. 
88-99.18 
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1) Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. 
2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan kuat dan bulat 
yangdilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. 
3) Asas tugas pembantu yang dapat di laksanakan di daerah Provinsi, 
Kabupaten, Kota dan Desa.Dalam praktiknya otonomi di Kabupaten dan 
Kota masih lebih rendahdibandingkan dengan posisi, dan lembaga-
lembaga sektoral luput dari koordinasipimpinan daerah karena lebih 
mengacau kepada tingkat pusat. Pemerintah daerah (kabupaten) 
diharapkan memiliki yang didukung dengan konsep-konsep 
memajukanwilayahnya.Fungsi pemerintahan daerah berhak mengatur 
dan mengurus dan mengurusrumah tangganya sendiri sesuai dengan asas 
desentralisasi yang memiliki pokokpokokpengertian yaitu: 
a) Agar tidak bertumpuknya kekuasaan di satu tangan saja. 
b) Mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan dan mendidik 
rakyat untukmenggunakan hak dan kewajibannya dalam 
menyelenggarakan pemerintah. 
c) Demi terlaksananya proses demokrasi. 
d) Untuk mempercepat pengambilan keputusan yang tepat. 
e) Untuk mencapai pemerintahan yang efisiensi. 
 
d. Pemerintah Kecamatan 
1) Pengertian Kecamatan 
Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kotaatau yang biasa disebut 
dengan nama lain kecamatan adalah pelaksana kerja kabupaten yang 
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dipimpin oleh seorangcamat dan dibantu oleh sekertaris camat (sekcam) 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018,22 yang berperan 
sebagaipemberi pelayanan kepada warga masyarakat setempat. Sebagai 
salah satu bagian pemerintah yang ada di Indonesia, kecamatan merupakan 
wilayah pelayanan dan administrasi  yang statusnya memiliki  peranan 
penting dalam pemerintahan terutama dalam pembangunan wilayah 
kecamatan. Camat juga merupakan seorang kepala wilayah yang mewakili 
bupati dalam menjalankan sebagian pendelegasian kewenangan kabupaten, 
seorang kepala kecamatan juga dikatakan sebagai penguasa tunggal di 
bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan 
mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di 
segala bidang.23 Kajian tentang kecamatan mencakup tiga lingkungan kerja 
yaitu:  
a) Kecamatan dalam arti kantor camat;  
b) Kecamatan dalam arti wilayah;  
c) Kecamatan dalam arti seorang camat sebagai kepala pmerintahan. 
 
Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau kota yang 
mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. 
Dalam hal ini, menurut UU No. 23 Tahun 2014 mengenai tentang 
Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa kecamatan termasuk perangkat 
                                                             
22Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
23Moh. Ilham A. Hamudy, Peran Camat di Era Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi dan 
Organisasi, 2009, h. 55 
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daerah  kabupaten/Kota sesuai yang tertera dandijelaskan oleh pasal 209 
ayat (2) huruf f, sebagai berikut : 
a) sekretariat Daerah; 
b) sekretariat DPRD; 
c) Inspektorat; 
d) Dinas; 
e) Badan; dan 
f) Kecamatan. 
Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 ayat 1-3 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut : 
1. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. 
2. Kecamatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan 
Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan 
yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan 
DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota 
disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan 
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2) Pembentukan Kecamatan 
pembentukan kecamatan dapat dilakukan dengan pemekaran atau 
penggabungan. Mekanisme pembentukan kecamatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  mengharuskan terlebih 
dahulu memenuhi syarat dasar, teknis dan administrasi. 
1. Persyaratan Dasar 
a. jumlah penduduk minimal; 
b. luas wilayah minimal; 
c. usia minimal Kecamatan; dan 
d. jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menjadicakupan. 
2. Persyaratan Teknis  
a. kemampuan keuangan daerah; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan 
c. persyaratan teknis lainnya. 
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupalan rasio belanja pegawai terhadap anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tiiak lebih dari 5O% 
(lima puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah 
memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan 
prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Persyaratan teknis 
lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi: 
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a. kejelasan batas wilayah Kecamatan denganmenggunakan 
titik koordinat sesuai denganketentuan peraturan perundang-
undangan; 
b. nama Kecamatan yang akan dibentuk; 
c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akandibentuk; dan 
d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. 
3. Persyaratan Administratif 
Merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/ataukeputusan 
forum komunikasi Kelurahan atau yangdisebut dengan nama lain 
di Kecamatan induk danKecamatan yang akan dibentuk. 
- Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau 
yangdisebut dengan nama lain. 
- Keputusan forum komunikasi Kelurahandisepakati secara 
musyawarahyang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan. 
Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk membantu 
kabupaten dalam pelaksanaan  asas desentralisasi yakni pelimpahan 
wewenang kabupaten/ kota kepada kecamatan berupa pendelegasian 
sebagian kewenangan kabupaten/ kota kepadakecamatan yang 
dipimpin oleh seorang camat. 
3) Tugas dan Fungsi Camat 
camat  dalam menjalankan kegitan pemerintahan daerah berdasarkan 
UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 225 dan dipertegas melalui Peraturan 
Pemerintah  No. 17 Tahun 2018 pada pasal 10 bertugas sebagai berikut : 
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a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang undangan yang 
mengatur pelaksanaanurusan pemerintahan umum; 
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaanmasyarakat, meliputi: 
- partisipasi masyarakat dalam forum musyawarahperencanaan 
pembangunan di desa/Kelurahandan Kecamatan; 
- sinkronisasi program kerja dan kegiatanpemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan olehPemerintah dan swasta di 
wilayah kerjaKecamatan; 
- efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah 
Kecamatan; dan 
- pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaanmasyarakat di 
wilayah kerja Kecamatan kepadabupati/wali kota; 
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum, meliputi: 
- sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara 
Nasional Indonesia, daninstansi vertikal di wilayah Kecamatan; 
- harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dantokoh 
masyarakat; dan 
- pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteramandan ketertiban 
kepada bupati/wali kota; 
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakanPeraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 
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-   Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugasdan fungsinya di 
bidang penegakan peraturanperundang-undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
- Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakanperaturan 
perundang-undangan di wilayahKecamatan kepada bupati/wali 
kota. 
e.   mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dansarana pelayanan 
umum, meliputi: 
-     Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atauinstansi vertikal 
yang terkait; 
-       Melaksanaan pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan 
umum yang melibatkan pihakswasta; 
-  Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas 
pelayanan umum di wilayahKecamatan kepada bupati/wali kota; 
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkat 
Kecamatan, meliputi: 
- sinergitas perencanaan dan pelaksanaandengan perangkat 
daerah dan instansiterkait; 
- efektivitas penyelenggaraanpemerintahan di tingkat 
Kecamatan; 
- pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan kepada bupati/wali kota; 
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g. membina dan mengawasi penyelenggaraanpemerintahan desa sesuai 
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur 
desa; 
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan 
daerah kabupaten/kota yang tidakdilaksanakan oleh unit kerja 
perangkat daerahkabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepadamasyarakat di 
Kecamatan; 
- Fasilitasi percepatan pencapaian standarpelayanan minimal di 
wilayahnya; 
1. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah 
Kecamatan; 
2. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di 
wilayah Kecamatan kepadabupati/wali kota melalui sekretaris 
daerah; danmelaksanakan tugas lain sesuai dengan 
ketentuanperaturan perundang-undangan. 
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan isi dari Pasal 18 UUD 1945, tidak ada yang mengatur 
tentang pendelegasian kewenanganBupati kepada camat, tetapi di dalam 
UUD 1945 Pasal 18 hanya mengatur tentang pembagian urusan daerah 
otonomi saja ,dimana UUD 1945 memberikan amanat khususkepada 
pemerintah daerah untuk melaksanakan asasotonomi yang pelaksanaannya 
diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, kecuali kewenangan 
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pemerintahanyang oleh aturanperundang-undangan ditentukan sebagai 
urusan pemerintahan Pusat. Maka muncullah suatu UU No. 32 Tahun 2004 
dan sekarang telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dimanaundang-undang ini terdapat aturan mengenai 
pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten kepadaPemerintah 
Kecamatansesuai Pasal 226 ayat (1), menyatakan secara jelas bahwa  Selain 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat 
juga mendapatkan pendelegasian sebagian kewenangan bupati/wali kota 
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota.jadiberfungsi tidaknya seorang kepala 
kecamatanini dalam melaksanakan tugasnyaterkait pelaksanaan pelayanan 
masyarakat, akan sangat tergantung seberapa besar delegasi kewenangan 
yang akan diberikan oleh Bupati atauWalikota tersebut kepadanya. Dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seorang Kepala Daerah dibantu oleh  
perangkat daerah yang terdiri dari staf-staf pemerintahan yang diwadahi 
dalam sekretariat. Unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, 
unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas 
kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang 
bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur 
pelaksana daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Dasar utama 
penyusunan perangkat daerah dalam bentuk sebuah organisasi adalah 
karenaadanya urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Namun 
bukan berarti pada setiap menangani urusan pemerintahan diharuslah untuk 
dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.Penyelenggaraan pemerintah yang 
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bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Propinsi, Kabupaten atau Kota, 
sedangkan urusan pemerintahan yang bersifatpilihan hanya dapat 
diselanggarakan oleh daerah.24 
Kepala kecamatan atau yang biasa disebut camat dalam bertugas 
dibantu oleh perangkat kecamatan untuk melaksanakan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya dalam hal menangani sebagian 
urusan yang bersifatpilihan dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah, yang 
meliputi aspek: 
a. Perizinan; 
b. Rekomendasi; 
c. Koordinasi; 
d. Pembinaan; 
e. Pengawasan; 
f. Fasilitasi; 
g. Penetapan; 
h. Penyelenggaraan; dan 
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan 
Di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
di sebutkan bahwa Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat 
Pemerintah Pusat seperti gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat 
untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
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 Riko Eka Kusuma, Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan 
Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 127 
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Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali 
kotadalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.25Serta pada 
tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan. Apabila dipandang perlu antara 
tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif.26 
 
                                                             
25Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
26Andi Muhammad Ade F. Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Skripsi ( Makassar : Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016). 
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Kecamatan tidak lagi menjalankan tugas dekonsentrasi sebab urusan 
pemerintahan umum hanya sampai pada tingkat provinsi saja. Status 
kecamatan kini merupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan/ 
atau kota yang diubah bersamaan dengan UU terbaru yakni UU No. 23 
Tahun 2014 dimana aturan mengenai kecamatan adalah wilayah kerja 
perangkat daerah berada pada paragraf 8 pasal 221. Ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan habungan koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan,pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dan pelayanan 
publik.Dapat disimpulkan  bahwa semula kecamatan adalah wilayah 
kekuasaan yang dalam perubahannya telah menjadi wilayah kerja 
perbedaanya perubahannya yakni awalnya kecamatan memiliki kekuaaan 
yang didalamnya menunjukkan adanya sebuah yurisdiksi kewenangan 
sedangkan pada wilayah kerja itu sendiri lebih mengarah pada pelayanan 
masyarakat desa/kelurahan yang semulanya kecamatan dibentuk dalam 
rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah menjadi sebagai pelaksana 
asas desentralisasi.   
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Dinamika perkembangan aturan mengenai tentang pemerintahan 
daerah memberi perubahan mendasar pada penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan, mulai dari  UU No. 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada 
UU No. 32 Tahun 2004 dan di perbaharui kembali pada UU No. 23 Tahun 
2014. Perubahan tersebut ada pada struktur kedudukan kecamatan yang 
berubah menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan kepala kecamatan 
menjadi seorang pelaksana urusan pemerintahan yang sebagian 
wewenangnya adalah dari pendelegasian wewenang Bupati/Walikota. UU 
No. 23 Tahun 2014 pada pasal 209 ayat (1) yang berbunyi “Perangkat 
daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, secretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.  
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Perbandingan Kewenangan Camat sebagai Kepala Wilayah dan 
Camat sebagai Perangkat Daerah Camat sebagai kepala wilayah dengan 
Camat sebagai perangkat daerah  
Kepala Wilayah dan Camat sebagai 
Perangkat Daerah Camat sebagai kepala 
wilayah 
Camat sebagai perangkat daerah  
-Kecamatan merupakan “wilayah 
administrasi pemerintahan”. 
Kecamatan merupakan “wilayah kerja 
camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten dan daerah kota”.  
Camat menerima pelimpahan sebagian 
wewenang Bupati/ Walikota dalam 
bidang desentralisasi.  
 
Kepala kecamatan menerima 
pendelegasian sebagian kewenangan 
Bupati/ Walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah 
(kewenangan delegatif) 
Kewenangan yang diberikan oleh  
kepala kecamatan cuman bersifat 
delegasi saja dari Bupati/ Walikota.  
 
Kepala kecamatan juga menjalankan 
tugas umum pemerintahan berdasarkan 
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah 
(kewenangan atributif). 
Wilayah Kecamatan sengaja dibentuk 
dalam upaya pelaksanaan asas 
dekonsentrasi.  
Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana 
asas desentralisasi. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah 
1. Pengertian Otonomi Daerah 
Otonomi Daerah merupakan salah satu asas pada penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, sesuai pada pasal 1 ayat (7) undang-undang 23 tahun 
2014 . Asas Otonomi ini sendiri adalah prinsip dasar 
penyelenggaraanPemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.27 
Prinsip Dasar Penyelenggaraan tata Kepemerintahan Daerah adalah 
Asas Otonomi yang muncul dikarenakan adanya kebijakan Desentralisasi 
yakni penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 
daerah otonom, Penyelenggaraan desentralisasi ini merupakan bentuk 
perlawanan dari pemerintahan yang sentralistik. Sehingga pelaksanaan 
pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan yang paling tepat 
adalah dengan penyelenggaraan  pemerintahan daerah dengan desentralisasi, 
dimana Daerah Otonom diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat. Menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya yang diberikan kepada daerah otonom diperkirakanmampu 
memberikan perubahan positif yang meliputi kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pemberdayaan, peran serta masyarakat serta pelayanan 
masyarakat, dan dalam penyeleggaraan pemerintahan Daerah. Disamping itu 
melalui otonomi luas, daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya 
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
                                                             
27
 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 
yang mampu memberikan dampak baik dalam kemajuan pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Namun, pemahaman tentang pelaksanaan asas otonomi seringkali 
banyak yang  salah menafsirkan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai 
dari akademisi, pengamat sampai politisi mengenai tentang konsep 
desentralisasi otonomi daerah. Kesalahan ini muncul karena terbatasnya 
pemahaman tentang pemerintahan daerah.   
Menurut Harun Al Rasyid (2003), ada beberapa kesalahan penafsiran 
pada awal pelaksanaan otonomi daerah, antara lain: otonomi semata-mata 
dikaitkan dengan uang, daerah dianggap belum mampu dan belum siap, 
melalui otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung jawab untuk 
membantu dan membina daerah , dengan otonomi daerah maka daerah dapat 
melakukan apa saja, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di 
daerah dan memindahkan pola KKN ke daerah. Padahal salah satu dasar 
pemikiran dari otonomi daerah itu sendiri yakni demokratisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.28 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengenai Proses Peralihan 
dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah 
dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada 
                                                             
28
 Tim Dosen Kewarganegaraan MPK Universitas Brawijaya, Kewarganegaraan, Madani, Malang, 
2017, h. 214 
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pemerintah daerah yang bersifat operosional dalam rangka sistem birokrasi 
pemerintah. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efesiensi dalam 
pelayanan kepada masyarakat. 
Hubungan desentralisasi dan otonomi daerah, secara teoritis 
desentralisasi seperti yang dikemukakan oleh benyamin hoessein adalah 
pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu 
kepadanya oleh pemerintah pusat. Philip mawhod menyatakan desentralisasi 
adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang 
bekuasa dipusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing 
memiliki otoritas didalam wilayah tertentu disuatu negara.Sejalan dengan 
penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, 
maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan. Proses sentralisasi pada 
dasarnya  tidak semata-mata desentralisasi administratif, tapi juga bidang 
ekonomi dan sosial budaya 
Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah ini tidak 
hanya terjadi pada organisasi/ administratif pemerintahan daerah, tetapi 
berlaku pula pada masyarakat (publik). 
Kelahiran asas otonomi didasarkan atas aspirasi serta kondisi dari 
masyarakat, maka dibentuklah daerah otonom tersebut. Dengan adanya 
desentralisasi aspirasi tersebut dapat terwujud sebab desentralisasi inilah 
yang akan menjelma menjad sebuahi daerah otonom. maka, masyarakat 
daerah otonom berhak mengatur dan mengurus kepentingan warga 
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masyarakat sesuai karakteristik daerah dan daerah sosial dan tetap bersar 
pada aspirasi warga masyarakat. jadi dengan begitu desentralisasi akan 
mampu menjelma menjadi sebuah otonomi yang diharapkan mampu 
mengatasi berbagai persoalan dan juga  pemberian layanan sifatnya lokalitas 
(daerah setempat) demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.29 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi 
daerah 
- Faktor manusia, sebagai,subyek penggerak (factor dinasmis) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Faktor manusia haruslah baik , 
dalam artian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup  
unsur : 
1. Camat 
Camat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang ada pada desa sebab camat memegang fungsi 
pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegitan. Jadi jika 
Camat yang menjabat moral dan kapasitasnya baik maka 
hubungan koordinasi dengan desa lancar,  tergantung dengan 
respon kepala desa.  
2. Kepala Desa  
Kepala desa adalah pejabat yang memimpin desa yang juga 
sangat berperan penting bagi jalannya tugas dan fungsi yang 
dijalankan oleh camat.  
                                                             
29HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005), h. 17 
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3. Tokoh Masyarakat 
Tokoh Masyarakat yang dimaksud disini adalah penduduk yang 
tinggal disekitar Kantor Kecamatan yang merasakan dampak 
kepemimpinan Camat dan secara tidak langsung juga mengetahui 
kinerja camat. Peran Tokoh Masyarakat juga sangat penting 
terhadap kemajuan Kecamatan, Musyawarah dan Rencana 
Pembangunan (Musrenbang) diadakan dengan tujuan 
menyalurkan aspirasi dan usulan-usulan yang terpadu dari 
masyarakat mengenai pembangunan desa agar kiranya dibahas 
kembali ke musrenbang daerah tingkat kabupaten untuk ditindak 
lanjuti. Berikut  hasil wawancara tokoh masyarakat yang 
berdekatan rumahnya dengan kantor Kecamatan mengenai 
tentang kinerja camat beserta partisipasi yang dilakukannya 
sebagai masyrakat,  Mustamin, ST Dg Matutu Mengatakan 
bahwa: 
“Kinerja Camat, Alhamdulillah sangat baik camat orangnya 
ramah apalagi dalam hal pelayanan pegawai kecamatan 
melakukannya dengan baik hal ini tidak  lepas dari suksesnya 
pemimpin (Camat) dalam mengontrol bawahan-bawahannya, 
kemudian mengenai peran  saya selaku masyarakat yakni 
sesempat mungkin menghadiri rapat contohnya Rapat 
Musrenbang yang mengundang masyarakat di rapat in 
partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi tercapai tujuan 
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yang ditargetkan. Ucapnya Mustamin.”30Faktor manusia, 
sebagai ,subyek penggerak (factor dinasmis) dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik , 
dalam artian moral maupun kapasitasnya.  Faktor ini mencakup  
unsur prmrrintah yang terdiri dari  Kepala daerah dan DPRD, 
aparatur Daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan 
lingkungan aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan 
- Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang 
punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan 
daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak 
pada kemampuan self supportingnya dalam bidang keuangan. 
Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat 
memberikan pengaruh terhadap penyeelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
- Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana 
pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan 
Daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi 
jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dar 
segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah 
yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah. 
- Factor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. 
Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai 
                                                             
30 Mustamin, (43 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara, gowa 20 juli 2019. 
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penyelenggaraan pemerintahan Daerah tidak dapat dilakukan 
dengan baik, efisien dan efektif. Oleh sebab itu perhaian yang 
sungguh-sungguh terhadap masalah ini  dituntut dari para 
penyeleanggara pemerintahan daerah. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
a. Penelitian lapangan (field research), yaitu peneltian yang proses 
pengumpulan data-data penelitiannya berada dilapangan dengan 
melakukan pengamatan secara langsung. Pengamatan tersebut 
dilakukan penulis dengan cara mewawancarai seorang kepala 
kecamatan atau biasa disebut dengan Camat, perangkat kecamatan 
dan berbagai pihak lain yang terkait dalam penulisan skripsi ini. 
b. Penelitian tulisan (library research), penulis memperoleh data-data 
dari hasil mengkaji buku-bukuterkait Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018, Skripsi, jurnal, juga dari 
situs internet serta hal lain yang memiliki keterkaitan dengan 
pembahasan skripsi ini. 
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Pallangga. Lokasi 
Penelitian ini di pilih karena,peneliti menganggap Kecamatan Pallangga ini 
dinilai representatif untuk mewakili kecamatan lainnya dalam penelitian 
inidalam mengkaji dan menganalisis lebih jauh tentang bagaimana 
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kedudukan dan fungsiCamat sebagai penghubung  pemerintahankabupaten 
dengan pemerintahan desa. 
B. Pendekatan Penelitan 
Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
Yuridis Empiris, yakni penelitian yang mengkaji berdasarkan norma dengan 
mempertimbangkan  kaedah-kaedah yang ada dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mengenai peran dan fungsi Camat sebagai penghubung 
Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. dengan Berpedoman 
pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada dan masih belaku 
serta dengan menggunakan kajian-kajian hukum yang relevan dengan 
masalah tersebut. 
 
C. Sumber Data 
Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian 
dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 
1. Bahan hukum kuesioner, yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 
kepada responden dan pihak yangterkait. 
2. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berupa 
peraturanperundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan 
3. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari 
litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. 
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Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen 
pada  
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian 
ini,penyusunmenggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut: 
a. Observasi yaitu proses dimana pengumpulan data-data pada saat 
kegiatan penelitiantersebut terlaksana dengan caramenganalisa 
situasi atau keadaan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. 
b. Interview yaitu pengumpulan data-data dengan carawawancara, 
wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh sebuah informasi 
yang lebih terperinciterkaitaspek-aspek yang berhubungan dengan 
pokok permasalahan yang diteliti. 
c. Dokumentasi,Dokumentasidalam hal ini adalah sumber informasi 
berupa data yang tertulis, kemudian dokumentasi tersebut terbagi 
menjadi dua kelompok yaitu dokumentasi yang bersumber resmi dan 
tidak resmi. Dokumentasi yang bersifat resmi ialah dokumen yang 
dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan 
(individu)dengan atas nama lembaga. Dokumentasi yang bersifat 
tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu 
dan tidakatas nama lembaga. Adapun dokumen yang akan dijadikan 
sebagai sumber referensi seperti hasil rapat, laporan 
pertanggungjawaban jabatan, surat, dan catatan lainnya.  
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E. Instrumen Penelitian 
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang 
disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, 
wawancara dan studi dokumen. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam mengelola dan menganalisa data, penulis menggunakan 
teknik analisis kualitatif teknik penumpulan data dengan caradeskriptif 
dalam bentuk kata-kata atau gambar, seperti pengumpulan data yang  
diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, potret, dokumen 
lembaga/perorangan, memorandum,dokumen resmi dan catatan lainnya 
sehingga dapat dilakukan meski dengan narasumber yang jumlahnya sedikit. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode 
sebagai berikut: 
1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
2. Deskriktif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, 
mengutip atau memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan 
dan uraian umum. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian yang ada 
pada wilayah kecamatan Pallangga, maka penulismemberikan gambaran 
umum daerah penelitian, dimana ini dianggap sangat membantu dan 
turutmemberikan andil dalam proses penelitian terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini adalah bagaimana untuk menentukan teknik 
pengambilan data yang akan digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. 
Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam 
pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan 
mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan 
karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian. 
h.Keadaan Umum Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan 
Kecamatan Pallangga,maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran 
secara singkat mengenaibeberapa aspek penting untuk diketahui yaitu 
keadaan geografis, topografi iklim dan curah hujanJulukanaya, Julubori, 
Julupamai keadaandemografis dan keadaan pemerintahan Kecamatan 
Pallangga. 
i. Keadaan GeografisKecamatan Pallangga merupakan salah satu dari 16 
kecamatan yangterdapat di Kabupaten Gowa. Kecamatan Pallangga secara 
administratif terbagimenjadi 16 Desa/Kelurahan yaitu: Kelurahan 
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Pangkabinanga, Mangngalli, Tetebatu, dan Parangbanoa serta Desa 
Bontoala, Taeng, Jenetallasa, Toddotoa, Bontoramba,Julukanaya, Julubori, 
Julupamai, Pallangga,Bungaejaya, Kampili dan Panakkukaang. Adapun 
luas wilayah Kecamatan Pallangga berdasarkanDesa/Kelurahan yaitu: 
 
No  Desa /Kelurahan  Luas(Km)2 Persentase (%) 
1 Pangkabinanga 1,89 3,88 
2 Mangngalli 1,67 3,43 
3 Tetebatu 2,43 4,99 
4 Parangbanoa 4,99 8,64 
5 Bontoala 2,33 4,78 
6 Taeng 2,32 4,76 
7 Jenetallassa 3,22 6,61 
8 Toddotoa 2,08 4,27 
9 Bontoramba  5,09 10,45 
10 Julukanaya  3,08 6,32 
11 Julubori  4,32 8,87 
12 Julupamai  2,71 5,56 
13 Pallangga  4,07 8,36 
14 Bungaejaya 3,02 6,20 
15 Kampili 4,11 8,44 
16 Panakkukaang 2,15 4,41 
Jumlah 48,70 100,00 
Sumber: Badan statistik Kabupaten Gowa Kecamatan Pallangga Dalam Angka 
2018 
Terlihat bahwa luas wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
yaitu48,70 Ha. Adapun desa/ kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah 
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Desa Bontoramba yakniseluas 5,09 Ha atau sekitar 10,45 dari 100% luas wilayah 
kecamatan Pallagga sedangkan desa/kelurahan yang luas wilayah terkecil adalah 
Kelurahan Manggalli yakni luas 1,67 Ha atau sekitar 3,43 dari 100% luas wilayah 
kecamatan Pallangga, luas wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah desa/ 
kelurahanadalah salah satu modal yang utama dan menjadi faktor pendukung dalam 
pengembangan pembangunan dari wilayah desa/ kelurahan. 
Kondisi tanah yang subur serta didukung oleh wilayah yang luas menjadi 
salah satu faktor utama dalam peningkatan kemajuan wilayah dalam hal bercocok 
tanam. Kecamatan Pallangga merupakan kecamatan terdekat kedua setelah 
kecamatan somba opu dari ibu kota makassar Sulawesi selatan, berikut jarak dan 
waktu tempuhnya : 
 Jarak kecamatan Pallangga dari ibu kota makassar : 5,7 Km 
Waktu Tempuh     : 17 Menit 
 Jarak kecamatan Pallangga dari ibu kota kabupaten : 1,3 Km 
Waktu Tempuh       : 6 Menit 
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pallangga adalah sebagai berikut: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Somba Opu 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bajeng 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong. 
Berdasarkan kondisi geografis, Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowamerupakan wilayah yang sangatbcocok dijadikan sebagai tempat bercocok 
tanam, beternak dan lain-lain sebagainya.  
 
  
  
56 
B. Topografi Kecamatan 
Jarak antara ibukota desa/kelurahan dengan ibukota Kecamatan 
Pallanggacukup bervariasi antara 0 km sampai dengan 11 km. Adapun 
desa/kelurahan yangmemiliki jarak terdekat dengan ibukota kecamatan yaitu 
Kelurahan Manggalli dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan adalah 
Desa Julupamai dengan ibukota desa/kelurahan yaitu Watu-watu, yaitu 
jaraknya sekitar 1 jam darikecamatan Pallangga. Kecamatan Pallangga 
secara administratif terbagi atas 4 kelurahandan 12 desa. Daerah ini terletak 
pada ketinggian antara 0 sampai dengan 499,9meter diatas permukaan 
laut.Kondisi tanah di kecamatan Pallangga terdiri atas 3 jenis yaitu tanah 
bertekstur batuan dan berwarna merah yang terletak di ujung selatan Dusun 
Watuwatu yang berbatasan langsung dengan desa Paraikatte Kec. Bajeng, 
Wilayah ini merupakan wilayah bukit sekitar 15 Ha dengan kedalaman 
solum sekitar 0 cm-30 cm, Kedua tanah berwarna coklat Keputihan , Liat 
dan Gembur yang merupakan tanah pada persawahan yang masih subur 
dengan solum yang dalam. Ketiga tanahberwarna hitam berstektur agak 
berpasir, tanah ini sebagian besar merupaan tanah pada wilayah ladang 
sekitar 28 Ha dengan solum yang dalam. Pada tanah berwarna hitam 
tersebut cocok untuk tanaman jangka panjang dan jangka pendek. 
 
C. Iklim dan curah Hujan 
Secara Umum Kecamatan Pallangga beriklim tropis dimana suhu 
udaramencapai rata-rata 250C-300C sepanjang tahun dan memiliki dua tipe musim 
yaitu musim hujan dan musim kemarau antara bulan Mei sampai bulan 
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September.Curah hujan mencapai Rata-rata 2000 mm-3000 mm pertahun dan 
tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari. 
 
D. Keadaan Penduduk 
Jumlah penduduk kecamatan Pallangga sebesar 113.417 yang terdiri 
darilaki-laki sebesar 55.997 jiwa dan perempuan sebesar 57.420 jiwa dan sekitar 
99,45% beragama islam. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan 
Pallangga seperti sarana pendidikan antara lain taman kanak-kanak sebanyak 28 
buah, sekolah dasar negeri 13 buah, sekolah dasar inpres 25 buah, sekolah Lanjutan 
Pertama negeri 5 buah, SLTP swasta 2 buah, SLTA 2 buah, SMK 1 buah, Madrasah 
Ibtidayah 3 buah, Madrasah Tsanawiyah 3 buah, dan MA 1 buah. Disamping itu 
terdapat beberapa sarana kesehatan, seperti rumah bersalin 3 buah, Poliklinik 2 
buah, Puskesmas 1 buah dan lain-lain. Penduduk kecamatan Pallangga umumnya 
berprofesi sebagai petani, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada 
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.31 
 
E. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Pallangga 
Visi Misi Kecamatan Pallangga 
• Visi 
Terwujudnya Kecamatan Pallangga Yang Handal Dalam Pelayanan 
danPeningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 
• Misi 
                                                             
31Sumber: Data Sekunder Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,2015 
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a. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan untuk membentuk manusia 
yang beriman dan berilmu. 
b. Meningkatkan profesional aparat guna mewujudkan sistem pelayananprima. 
c. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat 
pembangunan. 
d. Menggali sumber daya sebagai potensi untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. 
e. Menggalang persatuan dan persaudaraan dalam menciptakan ketertiban dan 
keagamaan. 
Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah temuan penelitian 
yangterkait dengan peran dan fungsi camat atau biasa disebut tupoksi camat 
khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta 
Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja kepemimpinan camat 
dalammelaksanan tugas, dan wewenangnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2018. Kecamatan Pallangga adalah salah satu Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Gowa, yang saat ini dipimpin oleh seorang Camat yang bernama 
TAUFIK M. AKIB, S.STP yang merupakan Camat yang ketigabelas. Kecamatan 
Pallangga merupakan Kecamatan yang memiliki 4 Kelurahan dan 12 Desa. 
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Stuktur Organisasi Pemerintah 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
( Perda Kab. Gowa Nomor 9 Tahun 2008 ) 
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F. Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan 
Kabupaten dengan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2018 
1. Kedudukan Kecamatan 
Kecamatan merupakan salah satu wilayah kerja dari perangkat daerah dari 
kabupaten sebagai medium (perantara) pemerintahan kabupaten dengan 
pemerintah desa/kelurahan, dimana kecamatan memberikanpelayanan 
kepada Masyarakat baik pelayan langsung maupun tidak langsung kepada 
masyarakat. Sebagai sub- sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan 
mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional 
dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta 
kemasyarakatan. Studi tentang kecamatan diIndonesia telah dilakukan oleh 
para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih 
relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg 
Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat 
studi lain yang dilakukan oleh Drs Musanef, yang mengkaji organisasi 
pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat 
dengan lurah atau kepala desa. Menurut Drs Musanef kajian tentang 
kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu: 
a. Kecamatan dalam arti kantor camat; 
b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai 
kepalanya; 
c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.2 
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Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami 
pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik 
pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif. Pada masa Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya 
yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang 
dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Otonom Tingkat 
I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah 
administratif atau juga disebut wilayah yangdibentuk berdasarkan asas 
dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalamtiga tingkatan 
wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau 
Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan.32Apabila 
dipandang perlu, antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk 
Kota Administratif. 
2. Kedudukan Camat 
Menurut Musanef Camat mempunyai kedudukan dan tugas: 
a. Camat mempunyai kedudukan sebagai pemimpin kecamatan sebagai 
perangkat daerah kabupaten/kota yang memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati/Wali kota yang bersangkutan. Berikut Wawancara 
camat mengenai kedudukannya “ camat berkedudukan sebagai kepala 
wilayah yang ada pada kecamata,  melaksanakan fungsi koordinasi, 
pengawasan dan pembinaan pada setiap kegitan-kegiatan yang ada pada 
                                                             
32Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: PT Gunung Agung,2000), h. 213  
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pemerintahan desa/kelurahan, camat juga mengatakan bahwa dirinya 
merupakan perpanjangan tangan dari bupati dengan melaksanakan sebgian 
kewenangannya, camat juga dalam hierarki kepemerintahan membawahi 
desa dan kelurahan.33 
b. Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Wali kota Camat dalam 
menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati/ Wali kota.34 
Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah kekuasaan melainkan wilayah 
kerjaperangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Berbeda dengan Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang- Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah 
kota (Pasal 66 ayat (1)), dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai 
perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dari kedua defenisi mengenai 
kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut: 
a.Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah 
kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di 
dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada 
masyarakat. 
b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi 
berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi. Perubahan mendasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian 
                                                             
33Taufik, Camat Pallangga, wawancara, Gowa 15 Februari 2019. 
 
34Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: PT Gunung Agung,2000), h. 211 
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dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup 
mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, 
dancamat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenanganBupati/ Walikota. Di dalam Pasal 209 ayat (2) Undang- Undang Nomor 
23 Tahun2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas 
secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan, dankelurahan”.35Pasal tersebut menunjukkan adanya tiga perubahan 
penting yaitu: 
a. Kecamatan tidak lagi berkedudukan sebagai alat pemerintah pusat dalam 
menjalankan tugas-tugasdekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat 
daerah yang hanyamemiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan 
penyelenggaraantugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. 
b. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dandipersepsikan 
merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigm baru, kecamatan 
merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camatbekerja. 
c. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagikepala 
wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukanlagi penguasa 
tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan,pembangunan dan 
kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksanasebagian wewenang yang 
dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. 
Sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang- 
Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut : 
                                                             
35Pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. 
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda 
Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang 
telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD 
kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan 
kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 
mendapat persetujuan.36Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan 
adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus 
dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan yang ada di Ruang 
Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di 
Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Lebih 
lanjut Permendagri No.4 Tahun 2010, memuat beberapa pertimbangan 
bahwa: 
“Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu 
memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. 
Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis 
daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah 
                                                             
36Lihat pasal 221 Undang-Undang 23 Tahun 2014 
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terdepan dalam memberikan pelayanan publik”.37Berdasarkan ketentuan 
yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada 
camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya 
tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Walikota untuk 
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. 
Tidak mungkin Bupati/Walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya 
di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untukmelaksanakan 
kebijakan dan program-programnya. Perubahan kedudukan kecamatan dan 
kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus 
dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara 
status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga 
teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih 
bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan 
pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan 
lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik. 
Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti 
yang dinyatakan dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin 
oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat 
merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota.38 
                                                             
37Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang kinerja kecamatan. 
 
38Pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 
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Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari 
Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari 
Bupati/Walikota. Perbandingan Kewenangan Camat sebagai Kepala 
Wilayah dan Camat sebagai Perangkat Daerah. Camat sebagai kepala 
wilayah Camat sebagai perangkat daerah 
-    Kecamatan merupakan “Wilayah administrasi pemerintahan”. 
-    Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota dalambidang 
desentralisasi.  
-     Kewenangan yang di jalankan camat hanya bersifat delegasi dari 
Bupati/Walikota. 
-    Kecamatan di bentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentralasi. 
Kecamatan merupakan “Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerahdan kota. 
Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk 
menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif). Camat juga 
melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 
2014. (Kewenangan atributif).  
Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi. Tugas umum 
pemerintahan yang dimaksud dalam pasal 126 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 
tahun 2004 berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana 
dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (j) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan 
umum adalah: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang bidang ketentraman dan 
ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang 
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tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah 
tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala 
wilayah pada setiap 
tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan 
asas dekonsentrasi.39Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat 
tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat 
bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum 
pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni 
kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, 
kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan 
kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk 
pelayanan secara tidak langsung (indirect services), karena yang dilayani adalah 
entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (users), meskipun pengguna 
akhirnya (end users) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan 
pemberianpelayanan kepada masyarakat, pengguna (users) maupun pengguna 
akhirnya (endusers) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan 
sebagai pelayanan secara langsung (direct services). Diberikannya kewenangan 
atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya 
                                                             
39
Azmanirah Mardatillah, “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan diKecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” , Skripsi (Makassar Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik,Universitas Hasanuddin, 2013).h. 24 
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merupakan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada masa 
Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari 
Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama 
Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak 
mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu 
ataupun karena tidak mau tahu, Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui 
secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya.40Sebagai intitusi publik, 
keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secaraoptimal untuk melayani 
masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkanuntuk membayar gaji PNS 
dan membiayai fasilitas kantor namun tidak memberimanfaat bagi rakyat sebagai 
pemilik kedaulatan. Berikut hasil wawancara denganCamat Pallangga.“Dengan 
adanya perubahan kedudukam kecamatan yang semula adalah wilayah kekuasaan 
menjadi wilayah kerja perangkat derah, kecamatan siap menerima sebagian 
kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepadanya, ucapnya Taufik selaku 
Camat Pallagga.”41 
 
3. Fungsi Camat 
Fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuangdalam 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 yang menyebutkantugas 
dan fungsi camat antara lain: 
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
                                                             
40Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.277 
41Taufik, Camat Pallangga, wawancara, Gowa 15 Februari 2019. 
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b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundangundangan; 
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan; 
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau 
kelurahan.42 
  Ketentuan lebih rinci mengenai tugas-tugas dan wewenang camat 
diatur lengkap beserta pembagian kegiatan-kegiatannya didalam Peraturan 
Pemerintah. Pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 
menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi: 
Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: 
1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur 
pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 
2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 
                                                             
42Pasal 221 UU Nomor 23 Tahun 2014 
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1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 
pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 
2.  sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan olehPemerintah dan swasta di wilayah 
kerja Kecamatan; 
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 
Kecamatan; dan 
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah 
kerja Kecamatan kepadabupati/wali kota; 
3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum, meliputi: 
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 
masyarakat; dan 
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 
kepada bupati/wali kota; 
4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di 
bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
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2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 
kota; 
5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 
umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi 
vertikal yang terkait; 
a) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang 
melibatkan pihak swasta; dan 
b) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 
kota; 
6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan, meliputi: 
a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat 
daerah dan instansi terkait; 
b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan; dan  
c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan kepada bupati/wali kota; 
7) membina dan mengawasi penyelenggaraanpemerintahan desa sesuai 
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur 
desa; 
72 
8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan 
daerah kabupaten/kota yang tidakdilaksanakan oleh unit kerja 
perangkat daerahkabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 
a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 
Kecamatan; 
b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 
wilayahnya; 
c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 
wilayah Kecamatan; dan 
d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota 
melalui sekretaris daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.43 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengatur secara 
lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk 
kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan 
yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun 
berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efesiensi. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan 
peraturan Bupati/Walikota dan Permendagri . Berikut hasil wawancara 
dengan Camat pallangga mengenai fungsi Camat secara umum 
                                                             
43 Pasal 10 Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan 
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Fungsi Camat dalam mengkoordinasikan hubungan 
pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa di kecamatan 
pallangga, camat selaku kepala pemerintahan yang ada di kecamatan 
Pallangga, menjalankan tugas sesuai dari amanat Peraturan Pemerintah 
tentang tugas dan fungsi camat ?Berikut hasil wawancara Camat 
Pallangga“ Camat menjalankan Fungsi koordinasi, pembinaan dan 
pengawasan baik dalam pengawasan Pembangunan, Anggaran Dana 
Desa (ADD), Dana Desa (DD). Camat juga menuturkan bahwa iya juga 
menjalankan fungsi evaluasi.44 
Fungsi Koordinasi atau pengontrolan ini artinyacamat 
menjalankan fungsi control atau camat disebut sebagai central of control 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada pemerintahan 
desa, dimana desa tetap di control oleh camat dalam menjalankan 
kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di desa sehingga kegiatan 
pemerintahan berjalan sesuai porosnya, kemudian camat juga 
menuturkan bahwa fungsi lain adalah fungsi, pembinaan dan 
pengawasan. Fungsipembinaan dan Pengawasan ini yakni dalam hal 
pengawasan Pembangunan, Anggaran Dana Desa (ADD) Dan Dana 
Desa (DD),Semua dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang desa namun tetap ada 
pengawasan dari pemerintahan Kecamatan. 
a. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja kepemimpinan 
camat dalam melaksanan tugas, dan wewenangnya sebagai 
                                                             
44 Taufik, (42 Tahun), Camat Pallangga, Wawancara, Gowa 10Juli 2019 
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penghubung pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  
1) Faktor manusia, sebagai,subyek penggerak (factor dinasmis) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Faktor manusia haruslah baik , 
dalam artian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup  
unsur : 
1. Camat 
Camat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang ada pada desa sebab camat memegang fungsi 
pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegitan. Jadi jika 
Camat yang menjabat moral dan kapasitasnya baik maka 
hubungan koordinasi dengan desa lancar,  tergantung dengan 
respon kepala desa.  
Latar Belakang Pendidikan Camat  
Camat Pallagga Taufik M. Akib, S.STP.  
a. TK Muhammadiyah Jl. Rusa Makassar 1980-1981 
b. SDN Mangkura 1 Makassar 1982-1988 
c. SMPN 8 Makassar dari tahun 1989-1992 
d. SMAN 1 MAKASSAR dari tahun 1993-1995 
e. STPDN Jatinangor Jawa Barat dari tahun 1996-2000 
Berikut wawancara terkait kinerja camat, Sachrial Kasi 
Pemerintahan Kecamatan Pallangga mengatakan bahwa: 
 “Camat memiliki tipe kepemimpinan yang demokratis yang 
dengan senang hati menerima kritik dan saran dari bawahan yang 
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sifatnya membangun demi kemajuan Kecamatan Pallagga, dalam 
mengambil kebijakan tidak sewenang-wenang terlebih dahulu 
bermusyawarah dengan bawahan mngenai layak tidaknya 
kebijakan tersebut, komunikasi dengan bawahan lancar, Baik 
Perintah, Arahan maupun Petunjuk dari camat dilaksanakan 
dengan baik oleh bawahan karena dalam memimpin bukan hanya 
disegani tapi camat memang adalah sosok yang ramah dengan 
bawahannya.ucapnya Sachrial”45 
Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Desa 
Panakkukang dan Desa Pallangga yang mengatakan bahwa: 
“Camat Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lancar 
tanpa ada hambatan baik dalam hal komunikasi maupun 
hubungan moral dengan kepala Desa.  
2. Kepala Desa 
Kepala desa adalah pejabat yang memimpin desa yang juga 
sangat berperan penting bagi jalannya tugas dan fungsi yang 
dijalankan oleh camat.  
3. Tokoh Masyarakat 
Tokoh Masyarakat yang dimaksud disini adalah penduduk 
yang tinggal disekitar Kantor Kecamatan yang merasakan dampak 
kepemimpinan Camat dan secara tidak langsung juga mengetahui 
kinerja camat. Peran Tokoh Masyarakat juga sangat penting 
terhadap kemajuan Kecamatan, Musyawarah dan Rencana 
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Pembangunan (Musrenbang) diadakan dengan tujuan menyalurkan 
aspirasi dan usulan-usulan yang terpadu dari masyarakat mengenai 
pembangunan desa agar kiranya dibahas kembali ke musrenbang 
daerah tingkat kabupaten untuk ditindak lanjuti. Berikut  hasil 
wawancara tokoh masyarakat yang berdekatan rumahnya dengan 
kantor Kecamatan mengenai tentang kinerja camat beserta 
partisipasi yang dilakukannya sebagai masyrakat,Mustamin, ST Dg 
Matutu Mengatakan bahwa: 
“Kinerja Camat, Alhamdulillah sangat baik camat orangnya 
ramah apalagi dalam hal pelayanan pegawai kecamatan 
melakukannya dengan baik hal ini tidak  lepas dari suksesnya 
pemimpin (Camat) dalam mengontrol bawahan-bawahannya, 
kemudian mengenai peran  saya selaku masyarakat yakni sesempat 
mungkin menghadiri rapat contohnya Rapat Musrenbang yang 
mengundang masyarakat di rapat in partisipasi masyarakat sangat 
dibutuhkan demi tercapai tujuan yang ditargetkan. Ucapnya 
Mustamin.”46 
2) Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang 
punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan. Karena itu, 
kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh 
terhadap penyeelenggaraan pemerintahan. 
3) Faktor ketiga adalah faktor peralatan yakni sarana maupun prasarana 
yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas 
                                                             
46 Mustamin, (43 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara, gowa 20 juli 2019. 
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pemerintahan Daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi 
jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi 
penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah yang akan 
sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 
4) Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa 
kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai 
penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan baik, 
efisien dan efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sungguh 
terhadap masalah ini  dituntut dari para penyeleanggara 
pemerintahan kecamatan. 
Jadi terdapat kesimpulan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi 
kinerja kepemimpinan tergantung dari 4 faktor diantaranya adalah factor 
manusia, keuangan, sarana dan prsarana, dan faktor sistem organisasi. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terdapat satu 
Faktor yang mempengaruhi kinerja kepemimpinan camat dalam 
melaksanakan tugas, dan wewenangnya sebagai penghubung 
pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa,faktor tersebut 
adalah faktor manusia. Faktor manusia inimenjadi Faktor penghambat. 
Berikut Wawancara Camat mengenai Faktor Penghambat tersebut 
“Adanya salah satu kepala desa yang gagap teknologi (gaptek) membuat 
komunikasi kurang lancar sehingga penyampaian informasi tidak begitu 
cepat diperoleh oleh salah satu kepala desa tersebut”ucapnya oleh 
camat pallangga TAUFIK M. AKIB, S.STP.  
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Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait 
dengan fungsi dan peran Camat terhadap jalannya pemerintahan 
kecamatan sangat penting bagi berjalannya pemerintahan yang ada di 
bawahnya yakni pemerintahan desa/kelurahan  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis 
mencobamengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
Kedudukan kecamatan dan camat dalam mengkoordinasikan hubungan 
pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa menurut 
PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Kedudukan Kecamatan adalah tidak 
lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan 
wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah 
kabupaten/kota yang setara dengan dinas danlembaga teknis daerah bahkan 
kelurahan dan Kedudukan Camat sebagai pemimpin kecamatan sebagai perangkat 
daerah kabupaten/kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 
kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota 
yang bersangkutan, sedangkan fungsi camat adalah mengoordinasikan 
penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan dan membina 
penyelenggaraan yang ada pada pemerintahan desa/ atau kelurahan. 
Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Faktor yang dapat mempengaruhi 
camat adalah terletak pada faktor manusia, faktor manusia ini dibagi menjadi 
beberapa unsur diantaranya adalah camat, kepala desa dan tokoh masyarakat 
diantara ketiga unsur tersebut hanya ada satu unsur yang memberikan pegaruh 
terhambatnya tugas dan fungsi camat, unsur tersebut ialah unsur kepala desa, 
adanya kepala desa yang kemampuan teknologinya kurang atau yang biasa disebut 
dengan gagap teknologi (Gaptek) mengakibatkan terhambatnya komunikasi melalui 
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online mengingat teknologi sekarang semakin canggih, jadi penggunaan teknologi 
memang sangat direkomendasikan demi mempermudah komunikasi online antara 
Camat dengan Kepala Desa. 
B. Implikasi Penelitian 
Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka 
penulismencoba memberikan implikasi dari penilitian sebagai berikut: 1) Perlu 
ditingkatkan lagi peran dan kinerja kecamatan Pallangga yang sesuaidengan 
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2) Pemerintah Kecamatan 
perlumemperbaharui struktur penempatan pegawai kecamatan dengan sesuai 
keahliannya masing-masing. 3) Pemerintah kecamatan perlu memperluas koneksi 
dan membangun komunikasi langsung masyarakat agar bisa saling bersinergi 
untuk memperolehpemerintahan di Kecamatan Pallangga yang harmonis. 4) 
Pemerintah Kecamatan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan 
pemerintahan desa terutama kepada kepala desa dalam menjalankan hak dan 
kewajiban beserta wewenangnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 
DAFTAR PUSTAKA 
A. BUKU 
Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala 
Daerah SecaraLangsung, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010. 
Fauzan Encik Muhammad, Hukum Tata Negara,Malang : Setara Press, 
2017. 
Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta : Prenada Group, 
2014. 
Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: PT Gunung Agung, 
2000 
Riwu Kaho Josef,Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia 
(IdentifikasiFaktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah). t.t. 2007. 
Sudjatmiko Budiman dan Zakaria Yando, Desa Kuat, Indonesia Hebat, 
Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015 
Tim Dosen Kewarganegaraan MPK Universitas Brawijaya, 
Kewarganegaraan (Identitas,Kebangsaan, dan Nilai Keindonesiaan), 
Malang : Madani, 2017 
Wijaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004. 
Tim Dosen Kewarganegaraan MPK Universitas Brawijaya, 
Kewarganegaraan (Identitas,Kebangsaan, dan Nilai Keindonesiaan), 
Malang : Madani, 2017 
 
82 
B. JURNAL DAN SKRIPSI 
Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi Mengenai “Peran Camat Di Era 
Otonomi Daerah” Oleh Moh. Ilham A. Hamudy, 2009. 
Jurnal Ilmu Pemerintahan mengenai “analisis Peran Camat Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa” oleh Andi Muhammad Ade F, Rabina Yusuf, dan 
Andi M. Rusli. 
Jurnal Sains Hukum mengenai “ Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang 
Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah” yang disusun oleh Riko Eka Kusuma, Program Studi 
Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga 
Surabaya, 2014. 
Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik mengenai “Pelimpahan Wewenang 
Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah” yang susun oleh Agung Wara Laksana, 
Bambang Supriyono, Sarwono, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas 
Ilmu Administrasi,Universitas Brawijaya Malang, 2015. 
Jurnal Hukum mengenai “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi 
Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah”yang disusun oleh  
Mifta Farid, Antikowati dan Rosita Indrayati, Fakultas Hukum 
Universitas Jember, 2017 
Abd Rais Asmar,KEDUDUKAN GUBERNUR DALAM 
PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN DAERAH. 
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
2.2 (2015) : 1 
83 
 
C. SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa” oleh Mardatillah Azmanirah, MahasiswiFakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Hasanuddin Makassar, 
2013. 
Skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Peran Camat Dalam 
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang 
Nomor 23Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, 
Kabupaten Gowa)” yang disusun oleh Yudianto. 
C. PERATURAN – PERATURAN 
- Undang-Undang Dasar 1945. 
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. 
- Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang kinerja kecamatan. 
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Pallangga  
Kabupaten Gowa 
 
 
84 
 
Gambar 01, Pak Desa Panakkukang Kamis 18 Juli 2019 
85 
 
Gambar 02, Pak Desa Pallangga Jum’at 19 Juli 2019 
 
Gambar 03, Wawancara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pallangga Jum’at 19 Juli 
2019 
